
WALIKOTA KUPANG 

PROVINSI NU'SA TENGGARA TIMUR 

PERATURAN WALIKOTA KUPANG 

NOMOR 32 TAHUN 2021 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 

KERJA SEKRETARIAT DPRD 

KOTA KUPANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

• 

Menimbang 

Men gingat 

i 

WALIKOTA KUPANG, 

bahwa untuk mclaksanakan ketntuan Pasal 4 Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Apararur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Noror 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan 

Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk 

Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturam 

Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota 

Kupang; 

I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor S Tahun 1996 tentang 

Pembentukan Kotamadya Dacrah Tingkat II Kupang 

[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3633); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Noor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
' 



• 

• 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambaham 

Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah [Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 ,  Tambaha 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887] 

scbagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tcntang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah [Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 'Tun 2021 

tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada 

Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi 

(berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

546]; 

6. Peraturan Daerah Kota Ku pang Nomor 13 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daera.h 

Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 

2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah KOta 

Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraruran Daerah Kota Kupang Nomor 13 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah 

Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285), 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, 

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 

TATA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA KUPANG. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan 

I. Daerah adalah Kota Kupang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang. 

3. Walikota adalah Walikota Kupang. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang. 

5. Sekretariat Daerah, selanjutnya disebut Setda adalah Sckretariat Daerah 

Kota Kupang. 

6. Sekretaris Daerah, selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Dacrah 

Kota Kupang. 

7 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 

Sekretariat DPRD adalah Sekrctariat DRPD Kota Kupang. 

8. Jabatan ungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 

tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 

keahlian dan keterampilan tertentu. 

9. Pejabat Fungsional adalah Pegawa ASN yang menduduki Jabatan 

Fungsional pada Instansi Pemerintah. 

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional 

pada Sekretariat DPRD Kota Kupang. 

BAB II 

KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISAST 

Pasal 2 

(I)Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dam 

pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. 



(2) Sckretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin aleh 

seorang Sekretamis DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara 

teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada 

Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

(3) Sckretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1] merpunyai tugas 

menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, 

mend ukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan 

mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam 

mclaksanakan hak dan fungsinya scsuai dengan kebutuhan. 

(4) Sekretaniat Dewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat [3) men yelenggarakan fungsi 

a, penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; 

b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; 

c. fas~litasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan 

d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD 

Pasal 3 

(l) Sekrctariat DPRD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

merupakan Tipe B dengan susunan organisasi terdiri atas : 

a. Sekretaris DPRD; 

b. Sekretariat, dengan l (satu] Sub Bagian Umum dan Kcpegawaian; 

c. Bagian Keuangan, 

d. Bagian apat, Reses, dan Produk Hukum; dan 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

[2) Masing-masing Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD 

(3) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. 

(4] Bagan Susunan Struktur Organisasi scbagaimana dimaksud pada ayat 

(I) tercantum dalam Lampiran dan merupa.kan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Walikota ini. 



BAB Ill 

TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 4 

(I) Bagian Umum, mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikar 

tugas sekretariat di lingkup tata usaha dan kepegawaian, rumah tangga 

dan perlengkapan, protokol dan publikasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (IJ, Bagian 

Umum mempunyai fungsi: 

a. penyelenggaraan ketatausahaan; 

b. pengelolaan kepegawaian; 

c. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan; 

d. pengevaluasian pengadaan barang dan jasa; 

e. penyclenggaraan hubungan masyarakat; 

f. penyelenggaraan publikasi; 

g. penyelenggaraan keprotokoleran; dan 

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan olch atasan. 

Pasal 5 

(1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Bagian Umum di lingkup Tata Usaha dan 

Kepcgawaian. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Sub 

Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi; 

a. melaksanakan ketatausahaan naskah dinas sekretariat DPRD dan 

pimpinan; 

b. melaksanakan kearsipan; 

c. menyusun administrasi kepegawaian ; 

d. menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi 

kepegawaian; dan 

e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

Pasal 6 

(l) Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan 

kegiatan Program dan anggaran, Perbendaharaan, verifikasi dan 

Pela poran. 

• 



(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), 

Bagian Keuangan mempunyai fungsi; 

a. menyusun perencanaan anggaran, 

b. mengevaluasi bahan perencanaan anggaran, 

c. menyelenggarakan penatausahaan keuangan; 

d. melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan 

Serketariat DPRD; 

e. mengkoordinasikan pengelolaan anggaran; 

f. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga; 

g. memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD; 

h. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan; 

i. mengevaluasi laporan keuangan; 

j. melaporkan kinerja; 

k. mengevaluasi laporan pertanggungiawaban pengelolaan keuangan, 

I. mengevaluasi pengadministrasian dan akuntasi keuangan; dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

Pasal 7 

(I] Bagian Rapat, Reses dan Produk Hukum mempunyai tugas melaksanakan, 

mengkoordinasikan kegiatan Kajian Perundang Undangan, Persidanpan 

dan Risalah, Fasilitasi Kerjasama Reses dan Aspirasi. 

[2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1], Bagian 

Rapat, Reses dan Produk Hukum mempunyai fungsi: 

a. menyelenggarakan kajian perundang-undangan; 

b. memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik; 

c. memverifikasi, mnengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan 

peraturan perundang-undangan; 

d. mengumpulkan bahan penyiapan draft Perda Inisiatif; 

e. memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pembahasan 

Perda; 

f. memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat 

pembahasan Perda; 

g. memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi Daftar Inventaris 

Masalah (DIM]; 

h. menyelenggarakan persidangan; 

• menyusun risalah; 



j. memfasilitasi, memverifikasi, mcngkoordinasikan dan mcngevaluasi 

pembahasan KUA PPAS, APBD / APBDP, 

k. memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi 

pembahasan perdapertangu ngjawaban keuangan; 

l. memfasilitasi, memverifikasi, mnengkoordinasikan dan mnengevaluasi 

jaringan aspirasi masyarakat, 

m. memfasilitasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat 

dalam rangka pengawasan, 

n. memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi 

rapat internal DPRD; 

o. memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi 

pelaksanaan penegakan kode etik DPRD; 

p. memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi 

dukungan pengawasan penggunaan anggaran; 

q. memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi 

pengawasan pelaksanaan kebijakan; 

r. memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi 

pokok pikiran DPRD; 

s. memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kerja 

sama, dam 

t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

BAB V 

KELOMPOK JABATAN UNGSIONAL 

Pasal 8 

(l) Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat DPRD bersifat teknis sesuai 

kcahlian dan kebutuhan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat [l) terdiri 

dari sejumlah tenaga jabatan fungsional yang terdapat dalam berbagai 

kelompok sesuai dengan bidang keahliannya 

3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja Yang diatur sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 9 

(I] Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab sccara 

langsung kepada pejabat tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, 



pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan 

dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional. 

(2) Penentuan berkedudukan dan bertanggung jawab secara langsung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (l] disesuaikan dengan struktur 

organ1sas1. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Sub Koordinator Jabatan 

ungsional yang diteta pkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan 

pejabat yang berwenang. 

(4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3] melaksanakan tugas 

penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan 

evaluasi, serta pclaporan pada satu kclompok substansi pada masing­ 

masing pengelompokan fungsi jabatan administrator 

(5) Sub Koordinator scbagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas: 

a. sub koordinator substansi rumah tang@a; 

b sub koordinator substansi bagian humas, protokol dan publikasi; 

c. sub koordinator substansi bagian program dan anggaran, 

d. sub koordinator substansi perbendaharaan; 

e. sub koordinator substansi bagian verifikasi dan pelaporan; 

f. sub koordinator substansi kajian perundang-undangan; 

g. sub koordinator substansi persidangan dan risalah; dan 

h. sub koordinator substansi fasilitasi kerjasama, reses dan aspirasi; 

BAB VI 

TATA KERJA 

Pase] 10 

(l) Dalam mclaksanakan tugasnya, sctiap unsur organisasi wajib menerapkan 

prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan 

mnasing-masing mau pun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah 

daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan 

tugas masing-masing 

(2) Setiap unsur organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan 

bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang 

diperlukan scsuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(3) Setiap unsur organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan 

mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan 

bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 

t 



(4) Setiap unsur organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk yang 

diberikan dan bertanggungiawab kepada atasan masing-masing serta 

menyiapkan dan menyampaikan laporan baik insidentil maupun berkala 

pada waktunya. 

(5) Setiap laporan yang diterima oleh setiap unsur organisasi wajib diolah dan 

dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan 

untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. 

(6] Setiap laporan yang disampaikan kcpada atasan, tembusan laporan wajib 

disampaikan pula kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional 

mempunyai hubungan kerja. 

(7]Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur organisasi dalam lingkup 

organisasi dibawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka 

pemberian bimbingan dan petunjuk kepada bawahan masing-masing. 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal II 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap 

melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru 

berdasarkan Peraturan Walikota ini, 



- 



LAMPIRAN PERA TURAN WALIKOTA 

NOMOR 32 TAHUN 2021 

TANG6AL 31 DESEMBER 2021 

BAGAN STRUKTUR ORGANISA 

BEKETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAMN 
KOTA KUPANG 

8ERETA.RI8 

KEALA BM6IAN KEALA BA,GIAN KEPALA BAGAN 
U/MUM KEJANGAN RABAT, REEB DAN PRODLK 

HU'KUM 

I I 
90B BAGAN ELON POK JABATAN KELDOWTO AABATAN 

TATA UBALA DAN UNGIONAL FUNGSIONAL 
01414 

' 

• KELOMO JAA TAN 

UNGIONAL 

. 

l EF'R!TSON R. RIWU KORE 
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